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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan jual beli online 

berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, yaitu bahwa Pemerintah telah menerapkan pasal dalam UU ITE 

terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli online, sehingga 

penegakkan hukum sebenarnya telah dilaksanakan sebagaimana keputusan 

hakim dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr dan Putusan 

Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg. Penerapan pasal-pasal dalam kedua 

putusan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang 

harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana jual beli online, mengingat 

perbuatan pelaku tersebut merugikan korban. Menurut pendapat penulis, 

putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 

209/Pid.Sus/2021/PN Sdr sudah tepat, karena telah mempertimbangkan 

transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku dan korban secara online. 

Namun, dalam Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg menurut penulis 

akan lebih tepat jika diterapkan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Jo. 45A Ayat (1) 

UU ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dibanding Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 

55 ayat (1) KUHP, mengingat para pelaku melakukan penipuan jual beli 

online dengan memanfaatkan situs forum atau web yang ada di media sosial 

untuk melakukan penipuan. 
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2. Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana 

penipuan jual beli online dapat berupa upaya preventif dan upaya represif. 

Upaya preventif berupa melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan 

pengawasan terhadap penjualan produk, dan memberikan himbauan 

melalui media. Sedangkan upaya represif berupa upaya penindakan dan 

penerapan hukuman bagi pelaku. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, 

maka setidaknya akan mempersempit ruang kesempatan untuk pelaku 

melakukan penipuan jual beli online. 

B. Saran 

1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kepastian hukum mengenai 

perlindungan hukum tidak hanya kepada konsumen saja melainkan juga 

kepada pelaku usaha, karena pada dasarnya kerugian tidak hanya dapat 

dialami pada konsumen tetapi dapat pula dialami oleh pelaku usaha. 

Pemerintah dapat memberikan himbauan kepada masyarakat agar waspada 

akan adanya tindak pidana penipuan jual beli online yang sering terjadi di 

dunia maya. 

2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan 

upaya penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli online, baik secara 

preventif maupun represif yang dapat di dukung dengan pemberdayaan 

sumber daya manusia terutama kepada personel kepolisian untuk diberikan 

pembekalan mengenai ilmu cyber yang di dukung dengan fasilitas yang 

memadai dibidang teknologi agar dapat secara tegas menangani kasus 

cybercrime terutama dalam kasus penipuan jual beli online.
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